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Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di
Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap
lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan.
Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah
susun. Permasal ahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang |zin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun.
Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni
rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan
listrik tanpaizin. Seiring dengan munculnya permasal ahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait
peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga
pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran
listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak
pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.
<hr>Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing
concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The
management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose
because Indonesia’s state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable
to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the
residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for
an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the
growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the
alleged criminal act.</i>
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